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Absbak
Apabila terjadi pc.seUsihan antara konsumen dengan pensahaan pembjayaan konsum€n
maka penyelesaian pqs€lisihan dapat ditcmpuh nelalui pengadilan atau di luar pengadilan
b€rdasdkAn pilihan sukarelaparapihal yang bersengketa. Permasalaban dalam penelilirn
ini adahh Aagainanakah Penyelesaid Senskela dalam Pembiayaan Konsunrcn Nlelalui
Jasa Pihak Ketiga (Deht ColleLk r)! Pcnclitian tni dilakukan dengan mtnsgunakrn
pendekatan yuridis normatif dan e|r)piris. Data yang digunakan drlim penclilian ini
adalah dala sekunderdan datapnme.Analisisdaladilakukan sccam desknplil kualit.tril:
Berdasarkan hasil penclitian dik(jtahui bahwapcnyelcsaian scngkem konsumcn melalr'i
jasa pihak ketiga (rebl a'o ector) haryabedasatkan surat kuasa )ans diberikan olch
pihat penlsahen pcmbiayaan konsumln. Pihak ketiga f1l"rr.o/1ecr,,7 dapat nrelakuran
ncgosiasi kepada konsunrcn untuk segcra melunasi huiangnya yanglelah dik,lkulasikrf
dengandenda. Namun apabila konsmcn tctap tidak dapntmelunasi hulangn)a lcrsebul
pih^kketiga (dcht collectol) dapar melakukan penarikan barang tersebut dcngan cnra
baik-baik ataupun dengan cm pemalGaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam
hal nelaksanakan tugas yangdi'henkan Debt Co ectol hendaknya nclaksanalnn den 8an
baik dan tanpa kckerasan dalanr hal penagihan hutang atau penarikdr barang dan hnsan
Kata Kunci koktu eD. t,.mhiurdan kor.\uncn. scngk.tu- .le ht .oll.r 1.r
I .  PENDAHUI,UAN
Adanya petumbuhan dan perkembangan pcrusahaan yang mcnghasilkan
berbagaimacam produl kcbutuhanhidup schnri h;ri, halinimendorong masynrakal
rmtuk merniliki dan menikmati pnnluk yang dibutr-rhkannya. Produk yang senng dibcli.
menggunakimjasa pcrusalraan pcmbiayaan konsuncn biasanya adalah bauang barang
konsumtifscperti barang elellronik, I miturc, dan kendar.un bcrmotor Di sisi lain
masyarakat bclwn marnpu membclinya sccara hurai. Sejak adaaya pakct kcbijalsanaar
20 Descmbcr l98ll (Pakdes 20113{3) mulai dipcrkenalkan pranafa huhrm. di antamnya
pembiayaan konsumen. di mana lembaga inidapat dimanlaatkan oleh masyarakat
untrk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkar/dibutuhkan.
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Di samping alasan teNebut ada bebenpa alasan yang dapat dilihat yaitu sebagai
briknt:
a. Keterbatasan sumb€r dana formal dengan sistem pembiayaan yang fleksib€l dan
tidak memerlukanpenyerahan barang jarninan
b. Koperasi pembiayaan sulit berkembang, bal ini dipengaruhi oleh
Manajemen koperasi di tangani oleh orang-orang yang tidak profesional atau
masih bermental individualis (tidak berorientasi kepada k€pentingan bersama) di
rralla pembiayaan dan perEawasa.n lebih menekankan pada kebemdaarmya bukan
pada pemaifaatan modal usaha dirnaia apabila telah mampu menghimptm dam
yang besar, maka cenderung untuk korupsi dengan pemanfaatan modal utuk
kepertingandii s€rdiri-
c. Bank tidak melayani pembiayaan korsumen, karena Bank tidak melayani kedit
yang bersifal konzumtifdan Bank menerapkan prinsipjaminan dalam pemberian
kredit.
Dengan adanya Lembaga Pembiayaan Konsumen dapat membantu
rnasyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki produk barang yang mereka
butuhkan dan seringkali barang tercebut merekajadikan sebagai alat untuk mencari
uang guna rnendapatkan tambahan dalarn memenuhi kebutuhan hidup sebari-hari.
Untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga pembiayaan konsumen tidak
memerlukan prosedur yang mmiq melainkan konsumen yang berkepentingan dapat
mengajukan permohonan aplikasi kredit terhadap erusalnarq sehingga penualuan
akan mernbayar secara tunai atas harga barang kebutulun yang dibeli konsumen dad
pemasok(supplier), dengan ketentuan pembayaran kembali harga barang itu kepada
perusahaan pembiayaal konsumen dilakukan secam angsuan atau berkala. A-kan
tetapi kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen seperti ini bukan bemrti tidak
mengandung risiko. Risiko akan muncul apabila konsumen tidak melakukan
pembayaran angsuan secam berkala sebagai kewajibannya s€bagaimanayang telah
disepakati dalam perjanj ian. Di samping itu adajuga konsumen yang menghilangkan
atau menjual bamng sebagai objek pe{ anjian tersebut sehingga keberadaan barang
tidak diketahui oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.
Dalam hal seperti ini, apabila terjadi sengketa antara konsumen dengan
perusalnan penbiayaan menlrut ketentuan Pasal45 ayat 2 Undang lmdang Nomor
8 Tahtm 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa penyelesaian
perselisihan konsumen dapat dit€mpuh melalui pengadilan atau di luar pengadila.o
berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Yang sering terjadi dalam
masyarakat adalah perusahaan lebih suka penyelesaiarmya di luar pengadilan atau
noolitigasi. Dengan tujuan agar cit:a p€nisalEan tetap dipandang baik oleh masyankat,
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karena prosedur-p.osedur penyelesaian di luar pengadilan bisa membe.ikanj aminan
kerahasiaan yang sama besamya bagi setiap ihak yang terlibat seperti yang s€ing
kali diteDtukan dalarn konferensi penyelesaian masalah (Rachmadi Usmaq 2002: I 3 )
SelaqjuhyaRachmadiUsman menyatakanbahwasebagai usahayangpenuh
rcsiko, sebelum memberikan kredit seyogianl,a harus melakukan analisis loedit yang
seksamq teliti, dan cermat dengan didasarkan pada yang actual dan akuiat, sehingga
tidak akan keliru dalam pengarnbilan keputu$n (Rachmadi Usrnan. 2001 :25 5). Oleh
karena itu setiap pemberian kredit tentunya telah memenuhi ketentuan-ketentuan y g
ada dar sesuai dengan asas perlceditan yang sehat. Untuk menentukan apakah suatu
kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas keditnya.
Kolektabilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau zurgsuran dan bulga kr.edit
oleh konsumen.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggurakan pendekatan yuridis normatifdan
empiris, pendekatan yuridis normatifyaitu dengan cara mempelajari, mengkaj i, dan
menginterprestasi bahail-baian kepustakaan yang ada dalam literant-litemhf. dan
bahan-bahan hukum yang berupa Peratuan Perundang-Uldangan, dai ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan prcses penyelesaian scngketa dalam perjanjian
pembiayaan konsumen. sedangkan pendekatan empiris dengan melihat proses
penyelesaian yang terjadi di lapangan. Datayalg digunakandalam penelitian ini adal;r]r
data sekunder dan data primer dan selanj utnya dilakukan analisa sccara kualitatill
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
3.1. Pedgertia! Konsumen
Istilah konsurnen berasal dan alih bahasa dari cozranrer (lnggris American)
alau consunenl/konsun e l (Belanda). di mana secara harfiah arti kata konsumcn
itu adalah lawan dari produsen (AZ. Nasurion, 1999r3).
Sedangkan di dalam Pasal I Ayat 2 Undang-Mdang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsurnen (Yang selanj utnya disebut dengan UUPK) adalah
setiap orang pemakaibarang ataujasayang tersedia dalam masyankat, baik bagi
kepentingan diri sendiri. keluarga- orang lain maupun mal uk hidup lainnya dan tidak
uhrk diperdagangkan. Sedangkan maksud dari barang danjasa yang terdapat dalam
Pasal I ayat 4 dan ayat 5 UUPK Menyatakan bahwa barang adalah setiap benda
baik bcn.wjud Maupun tidak berwuj ud. baik bergerak maupur tidak bergerak, dapal
dihabiskan maupun tidak dapak dihabiskan. yang dapat diperdagangkan, dipakai.
dipergunakan. atau dhnadaatkan o leh konsumen. Scdangkan jasa adalah Layanan
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yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyamkat untuk
dimanfaatkan oleh konsurnen.
Istilahlain yang dekat dengan konsLunen adalah pembeli. istilah ini dapat
dijumpai dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam buku bagian ketiga
Pasal l5l3 sampaidengan 1518. Jadi pengertian konsumenjelas lebih luas daripada
pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskal secara sederhanaoleh Mantan
Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy dengan mengata-kan. "Co nsunen b1
diJinition inclwle us af' (Shidarta, 2000:2).
Di dalam ULIPK ini tarnpaknya berusaha menghindad pengguaan kata-kata
produsen sebagai lawan dari kata konsunen unft* itu digunata-n kata pelaku usaha
yang bcrmakna luas. istilah teralhir ini untuk memberi arti sekaligus bagi produsen.
penyalur, penjualiasa tau produk yang lazim diberikan. Korsumcn memang tidak
sekadar pembeli tctapi semua orang (perorangan atau badan usaha) yang
mengkonsumsijasa d n atau barang dimana terjadinya suatu transaksi konsumen
berupa prolehan barang ataujas4 termasuk pemilihan keniknatan da.larn menggunal€n
atau mengkomsurnsinya.
Jadi dari beberapa defurisi yang ada istilah konsumcn tidak banyal berbeda
di mana konsumcn diartikan sebagai pemakai barang dan atauiasa terallir yang
terscdia dalam rnasyarakat dengan hrjuan unh* dikonsumsi.
3.2- Pcmbiayaan KonsrtlIner (Cons urnen Finance\
Pasal I aJuka 6 KepFes Nomor 6 I Tahun I 988 tentang lembaga Pembiayaan
menyatakan bahwa pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pcngadaan barang
unfuk kebutuhan konsumen dengao system pembayaman angsuran secara berkala.
Dari pcngertian seperti ini dapat diketahui rmstu-unsur yang ada dalam pembiayaan
konsumen antam lain:
l. Subjekhukun
a. Perusaluan pembiayaan konsumen
Merupakan perusaiaan dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas
(PT) atau Koperasi yang melakukan kegiatan pembiayaan unhrk pengadaat
barang berdawrkan kebutuhan korrwnen dengzm pembayaran angsturm secam
berkala oleh konsumen (Kepres Nomor 6l tahun 1988 )
b. Kon$unen
Men lpakan pihak pembeli barang dari pemasok/supplyer atas pembayaran
oleh pilak ke tiga G)erusahaan pembiayaan konsurnen )
c. Peflasovsupplyer
Merupakan pihak penjual barang kepada konsurnen atas pembayaran oleh
pil|ak ketiga (perusa}aan pembiayaan konsumen).
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2. Objek Hukum
a. Barang b€rgerak
3. Benruk perjanjian
a. Perusai,aan Pembiayaan dengal Korsumen adalah pe{anj ian pembiayaan
(perjaoj ian kredit).
b. Pemasok dengan Konsumen adalah perjanjian jual beli bersyarat.
4. Kewajiban dan Hak
a. Peosahaan p€mbiayaan \aajib membiayai harya bamng, dan membayar nrnai
pada pemasok dan berhak untuk mendapatkan pembayamn secara berkala
dari konsurnen-
b. Konsumen wajib membayar harga secara ngsuradberkala kepada
perusahaan pembiayaan dan berhak atas penggwaan barang untuk dimiliki.
c. Pemasok wajib menyerali<an barang kepada konsumen dan b€rhak unnik
mendapalkanpembayaran secarafunai dari perusahaanpembiayaan.
5. Janinan
a. j aminan Utama adalah kepercayaan perusalnan pembiayaan kepada
konsumen bahwa konsumen akan membayar secam berkala atas barang .
b. Janinanpokok adalah barang s€bagai objek fidusiadi manabarang
sebagaijaminan tetap dikuasai oleh konsurnen, sedangkan hak milik atas
barang tetap ada pada perusahaan pembiayaan.
c. JamioanPelengkap/fambalnn:
- Surat p€ryakuan hutang
- Surat Kuasa menj ual
3.3. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa merupak& upayayang dil€kukan oleh para pihak secara
baik untuk menuju perdamaian. Dalam proses penyelesaian sengketa yang berlaku
secara umum dikenal ada 2 (dua) benhrk cara penyelesaian sengketa, altara IaiD:
a. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (secara Litigasi)
Da.lam kontrak atau perjaqjian yang dibuat oleh par.a pilak biasanya terdapat
klausul cara penyelesaian sengketa melalui fEngadilan setempatjika cara musyawarah
untuk penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai. Derdasarkan Pasal 48 Undang-
undang Nomor 8 tahun I 999 tentang Perlindungan Kornumen menyata.kan bahwa,
penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan
tentang pengadilan urnEn yaig berlaku dengan memperhatikan ketenn-un da.lam Pasal
45 yang menyebutkan:
l. Setiap konsumen yang dirwikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga
yang bertugas menyelesaikm s€ngketa ntara konsumen dan pelaku saba/ m€lalui
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peradilan yang berada dilinghrngan peradilan unum.
2. Penyelesaian sengketa koDsr.lE€n d4ar ditetnpuh melalui pengadilan atau diluar
pengadilanberdasarkanpilibalerk relapibakyang beGengketa-
3. Penyelesaian sengketa dilua pengadilan sebagai maia .limrk$d ayat (2) tidak
nengbilangkantanggungja$abpnhs*againranadiaturdalanUndang-Undang.
Namun cara penyelesaian seogketamelalui pengadilan kurang dirasakan adit
dan kurang dipercaya oleh para pihaL ttal tersebut dikarenakan umumnya hasil dari
penyelesaian sengketa melalui peogadilan haDya menguntulgkan salah satu pihak
sementara pihak lain mensa dingika[ Para pibak cenderung melganggap cara
penyelesaiar sengketa melalui pengadilan tidak efektifdan tidak efisien sehingga
menimbulkan ketidaleuasan
b. Penyelesaian Sengket di lu.r Petrgadilan (non Litigasi)
Cara penyelesaian sagtdadi lua pengaditan menrpakan cam penyelesaian
sengketa yang populer dan hdpir s€mua !€gara memilih cara penyelesaian dengan
cara ini. Hal tersebut dikar€daka! peq/etesaian s€ngketa dergan cara ini dimsakan
lebih praktis, cepat, dan murab- Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat
dilakukan melalui Lembaga ArbiFase atau dengan caft Alternative Dispute
Resolution (ADR).
Berdasarkan Pasal 47 Urxt-ng-Und"ng Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Kols.trnen oe*yeLa bahtr€, peny€lesaian sengketa konsumen diluar
pengadilan rmtuk mencapai ke<epak-*r melatui bentuk-bentuk besamya ganti rugi
dar/atau mengerni tindakan hteotr rlrr'k menjamh tidak akan terjadi kembaVtidak
akan tenilaog kembali kerwim yag diledta oleh konsutnerl
Para pibak membenam keber-*. unnrk mernilih sesuai dergrl kesef'akatan
yarg telah ditentukal M€nurd fal I .ngte (t ) Undang-Undang Nomor 30 tahuun
I 999 tentang A6itrase danAltaindifFE{yelesaia! Sengketa yang dimaksud dengan
arbitrase adalah cara lEnyelesaiatr $!atu sgketa Frdata di luar pengadilan umum
yang didasdJGn pada perjatrjian abiFdse yang dibuat secara bnulis oleh para pihak
yang benengketa Sedangka sergkeia atau beda pendapat yang dapat dis€lesaikan
oleh para pihak melalui Piliha P€dyehraim S€ngketa (PPS) tranyalah sengketa erar 
beda pendapal dibidang pede sqia Fetrydesaim <blarn benruk perdamaian i i banya
akan mencapai hrjun dan sawranrya bila <frdertan pada itikad bqik diantara pihak
yang bersengketa tau b€rbeda peodapat dengan mengesampingkan penyelesaian
sengketa s€cam [tigasi di peogadileryed
l Putusan kesepakatan Pil'ban Peuyelesaim Seogketa (PPS) teNebut dibuat secara
tertulis dan bersibt final da nFgil,rpd'apihak serta tmffi dilek<anak:4 d€ngan
itikad baik oleh pam pibal
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Selanjutnya Pasal I angka (7) menyatakan arbiteradalah seorang / lebihyang dipiJih
oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditutrjuk oleh Pengadilan Negeri atau
oleh LembagaArbitrase, urfuk membedkan putusaD mengenai sengketa tertentr yang
diserahkan penyelesaiamya melalui a$itrase.
3.4. Penagih Hutang Swlst^ (DeU CotecTor)
Bebempa bank swasta dalam rangka menpercepat penyelesaian penagihan kedit
macet memanfaall€njasapenagfi hutang saast4 yang lazirmya dis€but debt collector.
Debt Collector merupakan omng atau badan yang menedmaj asa untr* penagihan
utang kepada para nasabah yang tidak membayar utang untuk beberapa bulan yang
telah ditentukan.
Pefr]ftrfa tan' Debt Collector dalam rangkapenagihan kredit macet barkatau lembaga
pembiayaan konsumen ini temyatajauh lebih efektif dibandingkan dengan cara
menyerahkan kepada Pengadilan atau melalui proses gugatan perdata- Pihak
perusahaan Lembaga Pembiayaa[ memerhrahkan orang lain berdasarkan surat h]asa
untuk menagih hutang kepada para nasabah kedit macet-
Sebr.uh penelitian memrnj uKkan kurang lebih 75 % bank dan Lembaga Pembiayaan
Konsurnen menggunakai debt collector tmi)kmenagih kedit mereka yang macet.
Hal ini disebabkan:
a. Karerla tidak bekedanya sarana-sarana hukun dan hukum dianggap tidak bekerja
efisien dan efektif
b. Bertele-telenya Foses penegakan hukum menimbulkan kekece\iaan nasyarakat
c- Pengadilan tidak bisa memberikan jamioan kepastian hukum dan beialan sirykat
d,. Debt collector dianggap lebih mampu bekerja dalam waktu relatifsingkat dan
tingkat keberhasilannya mencapai 90 9/o.
Berdasarkan uaian di atas, dapat dikatakan bahwa begitu pentingnya
keberadaan Debt Collector karena dapat membantu dalam penyelesaian masalah
kredit macet yang dialami oleh perusalman lembaga pembiayaan konsume4 dengan
waktu relatifyang lebih singkat.
3.5. Penyelesaian Sengketa Ddam Pcmbiayaatr Konsumen Melalui Jasr
P ih^k ketiga (De bt C ol lector)
Penyelesaian sengketa dalam pembiayaan konsumen metalui jasa pihak ketiga fdebl
co lle ctor) rrcnqakznrpaya yang dilakukanolehperusahaan Penbiayaan Konsumen
dalam rangka mempercepat penyelesaian penagihan kedit macet. ,ebt collector
merupakan omng atau badan yang ditugaskan wtuk melaksanakan penagihan piutang
kepada konsumen.
Sebelum perusahaal Pembiayaan Konsumen menggunakanjasa pihak ke tiga
(debt collec tot ) .biasaJ,ya perusahaan pembiayaan konsumen menggunakan j asa
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colleclol yan9 metrJpakan petugas resmi dari perusahaan yang bertugas uotuk
membikan suftlt:
l. Pemberitahuan kepada konsumen mengenai jatuh tempo p€mbayamn, apobila
konsumen wanprestasi dalam masa satu hari sampai tujuh hari.
2. Teguran kepada konsumen apabila konsumen wanpresiasi dalam masa empat
belas hari sampai dua puluh satu hari-
3. Peringatan kepada konsumen apabila konsumen wanprestasi lebih dari tiga phrh
htri
Apabila semua prosedur dalam hal penagihan angsuran lelah dilakukan oleh
perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen tidak mendapatkan hasil yang
diharapkan maka pihak perusahaan akan memberikan surat penarik n barang kepada
collector :.:ut'tttk segem melaksanakan penarikan barang dari pihak konsumen s€suai
dengan ketentuan yang di tetapkan dalarn perusahaan.
Bila semua upaya dari pihak perusahaan mela\)i collector tidakberhasil datam
penarikan barang tersebut, biasanya Perusahaan dalam rangka mempercepat
penyelesaian penagihan kredit macet, menggunakan taupun memanfaatkan jasa
penagihan huta.ng swasta tau pihak ketiga )"ng biasrta,disebtn&ng;arr debt coller-7or
Dalam pelaksanaannya debt collector mendapatkan surat kuasa dati pihak
perusahaan untuk befiindak dan atas nama perusahaan yang memberikan kuasa
tcrsebut. Atas dasar suat kuasa tersebut de6t col,/eclor dapat melaksanakan tugasnya
unhrk melakukan penarikan bamng dari pihak konsumen.
Kepada konsumen, De bt collectol dapatbqiegosiasi agar konsumen dapal
melunasi s€luruh utang pokok besertabunga serta biaya tarik sesuai dengar
yang telah di tenh*an oleh perusahaan- Apabila konsumen tetap tidak dapat rnehmasi
seluruh hutarg pokok berserta bunga serta biaya penarikan barang tersebut maka
debt collector tidak segan-segan u hrk melakukan p€narikan barang tersebut s€cara
paksa d€ngan diseriai tanda terima barang dari konsurne[
S.telah Debt Collector berhasil melaksanakan tugas sesuai dalam surat kuasayang
diberikan, kemudian pihak Debt Colleaonkatmenyerahkan b€rang telsebtr kepada
perusahaan pembiayaan konsumen juga dise ai tanda terima baralg dari pihak
perusahaan kepada Deb t Collector Dalanhalyangdemiktanmaka Debt Collector
akan mendapatkan Jaccessfee sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan oleh kedua
belahpihak.
Selanjutnya pihak perusaluan pernbiayaan konsumen akan mernberitahuka
secara tertulis kepada konsumen bahwa barang yang t lah dit^ikoleh Debt Coll@tor
berada dalam penguasaan perusahaan dan memberikan waktu selama empat belas
hari kepada konsumen untuk menyelesaikan sernua kewaj iban dari pokok hutang
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beserta bwga dan biaya tarik barang yang telah dikeluarkan oleh perusahaal kepada
Debt Collectot
' Apabila sampai dengan waktr: yang telah ditentukan seLama empatbelas ban
oleh pemsahaan pembiayaan konswnen tidakjuga diselesaikan olehkonsumen rDaka
pihak perusahaan akan memberikan surat pemberitahuan kembali kepada debitur
bahwa kenda&an atau barang yang telah ditarik atau berada dalam penguasaan
perusalEan akan dilakukan penjualai atau lelang kepada masyarakat sesuai harga
pasar, di mana hasil dari penj ualan atau lelang kendaraan atau baralg teEebut akan
dipergunakan unfirk melwrasi seluruh hutang pokok serta bunga datl biaya tarik
kendaraan atau barang.
Bia-sarya pihak perusalaan pembiayaan konsumen akan membedkan tawaran
terlebih dahLriu kepada korsumen rutuk mencari pembeli dengan harga tertinggi untuk
mendapa&an selisih atau kelebihan uttrk menyelesaikan semua kewajibannya. Bila
konsumen tidak dapat mendapatkan pembeli de[gan harga tertinggi maka pihak
perusahaan akan secepatnya menjual atau melakukan lelang terbuka kepada
masyarakat unum d€ngan harga yang layak atau pantas.
Setelah melakukan penjualan atau lelang kepada masyarakat umum maka
hasil penjualan atau lelang diperguialad untuk melunasi semua ke&qiiban hxang pokok
besefia bunga serta biay&5iaya yadg telal dikeluarkan oleh perusalDan, apabila setelal
dilakukan penyelesaian hutang kepada perusahaan temyata rnasih mendapatkai seiisih
atau kelebihan biasanya pihak perusahaan alan memberitahukan kepada konsumen
serta mengembalikan kelebihan uang hasil penjualan atau lelang ters€but.
Upaya yang dilalo*ar oleh debt collector temyata lebih efektifdari pada
harus dengan cam:
L Mengajul€n gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan huktml secara
perdata atau permohonan ekekusi grose akta.
2. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara klusus bagi kedit yang
menyangkut kekayaan negara.
Dengar demikian bah$a penyelesaian masalah dalam perusahaan Pembiayaan
Konsumen melaluijasa pilak ketiga yaitu derr col/edor dapat membantu perusahaan
dalan menangani masalah penagihan utang atau penarikan barang terhadap para
koisumen yang tidak dapat memenuhi kewajiban.
Perusahaan pembiayaan konsumen dalam praktiknya menghadapi konsumen
dalam hal kedit nacet akan menugaskan colleclor unhk memtrerikan teguran dan
negosiasi agaj konsunen segera menyelesaikan masalah kedit macet ters€but. Dan
apabila upaya yang dilakukanolehcollector dalamjangka waktu yang ditentukan
tidak berhasil, mata pihak perusahaan menggun akaljasadebt collectonmtuk segera
Pe4reksaiM Sengkaa dolan Penbioyaan Kontunen Melatui Jara Pihak.. tani kLrt, 45
melakukan penarikan atas barang yang berada di taogan konsumen yang sedang
dalam proses pembiayaan. Hal tersebut diatas meaggabatan keddukan konsumen
yang begitu lerDah.
IV. PENUTUP
Penyelesaian sengketa konsurnen melalui iasa libkke liga (De b ( C o I le c tor)
hanya berdasarkan sumt kuasa yang diberikal oleh pibak penrsabaan pembiayaan
konsumen Pihak ketiga (Deh colleaor) dqFat rcl*r'kn regmiasi k4ada konsumen
untuk segera melturasi hutaogrya yang telah dit.n ,sik,n deogan denda Na.rnun
apabila konsurnen tetap tidak dapar melulasi hnagnya trrsehn pibak ketiga (d€bl
collectot ) dapalmelakl/r'ilrpenadkan bamg tcsetrr dengan cam baik-baik ataupun
dengan cara pemaksaan apabila secara baik$aik li&k dapat dilakukan.
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